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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kekerasan merupakan segala bentuk tindakan yang menyebabkan penderitaan 

fisik maupun psikis terhadap orang lain, baik yang dilakukan secara langsung maupun 

tidak langsung, dengan tujuan untuk menyakiti, mengendalikan, atau menunjukkan 

dominasi. Ia menekankan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, 

tetapi juga dalam bentuk verbal, emosional, dan sosial, yang sering kali berlangsung 

secara sistemik dan berulang. Dalam konteks relasi kekuasaan yang timpang, 

kekerasan kerap dianggap sebagai alat legitimasi bagi pelaku untuk mempertahankan 

kontrol atas korban (Koeswinarno 2015). 

Jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, 

terutama yang berkaitan dengan organ reproduksi, sementara gender berkaitan dengan 

peran yang diberikan berdasarkan konstruksi sosial dan budaya (Prameswari et al., 

2021). Kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dapat dipahami sebagai bentuk 

kekerasan yang muncul sebagai akibat dari ketidakseimbangan kekuasaan dalam 

hubungan antar gender, yang mengarah pada dominasi satu pihak atas pihak lain. 

Dominasi tersebut, pada akhirnya, menghasilkan diskriminasi terhadap gender yang 

dianggap lebih rendah atau inferior. Dalam konteks ini, kekerasan terhadap perempuan 

sering kali dianggap sebagai wujud konkret dari kekerasan berbasis gender. Kekerasan 

terhadap perempuan, khususnya di Indonesia, merupakan manifestasi jelas dari 

diskriminasi sistemik terhadap gender tertentu, yang semakin diperkuat dan 

dipertahankan oleh norma-norma budaya patriarki yang masih dominan. 

Dalam budaya patriarki ini, perempuan tidak hanya sering kali diperlakukan 

sebagai objek kekerasan, tetapi juga sebagai warga negara kelas dua (second-class 
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citizen). Ketimpangan kekuasaan ini dapat ditemukan dalam berbagai sektor 

kehidupan, termasuk dalam ekonomi, politik, pendidikan, dan hukum. Dalam banyak 

situasi, perempuan dipaksa untuk menerima posisi subordinat ini, baik karena norma- 

norma sosial yang berlaku maupun karena adanya sistem yang mendukung 

ketidaksetaraan tersebut. Perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender 

sering kali merasa terisolasi dan tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari 

lingkungan sekitar, baik dari keluarga, teman, maupun institusi hukum. 

Kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) adalah sebuah masalah sosial yang 

sangat serius, yang mencerminkan ketidakadilan struktural yang telah berlangsung 

lama dalam masyarakat. Kekerasan ini tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi 

juga mencakup kekerasan seksual, emosional, dan psikologis, yang kesemuanya 

melibatkan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok 

dengan tujuan mendominasi pihak yang dianggap lebih lemah, terutama perempuan 

dan anak-anak. 

Meskipun Indonesia memiliki berbagai kebijakan dan peraturan yang bertujuan 

untuk menanggulangi kekerasan berbasis gender, namun implementasi kebijakan 

tersebut seringkali tidak memadai. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan 

anak-anak yang tidak mendapat perhatian yang cukup dari aparat penegak hukum. Di 

sisi lain, ketimpangan gender yang ada dalam masyarakat dan ketidakmampuan sistem 

hukum untuk menjangkau semua korban, terutama di daerah-daerah yang lebih 

terpencil, semakin memperburuk situasi. Oleh karena itu, masalah ini membutuhkan 

perhatian lebih dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga 

penegak hukum, serta masyarakat itu sendiri, untuk menciptakan sistem perlindungan 

yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan 

berbasis gender (UN Women, 2020). 
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Gambar 1. 1 Jumlah Korban Berdasarkan Tempat Kejadian 

 

Sumber : SIMFONI-PPA 

 

Kekerasan berbasis gender di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan 

dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2024, data dari Simfoni-PPA mencatat 

total 27.658 perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender dengan 

17.494 diantaranya mendapatkan kekerasan di dalam rumah tangga. 

 

 

Gambar 1. 2 Rate Korban Kekerasan di Indonesia tahun 2024 

Sumber : SIMFONI-PPA 

Diantara banyaknya perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender, 

Sumatera Selatan masuk ke dalam salah-satu Provinsi terbanyak dengan perempuan 

sebagai korban. Berdasarkan dari data yang dipublikasikan oleh Simfoni-PPA tertera 
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bahwa jumlah perempuan korban kekerasan di Sumatera Selatan tercatat 

sebanyak 249 korban. 

Data dari Satu Data Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang tercatat 

sebagai kota dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan tertinggi 

dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di wilayah Sumatera Selatan. Hal 

ini menunjukkan bahwa perempuan di Palembang berada dalam situasi yang 

lebih rentan terhadap kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun 

kekerasan dalam rumah tangga. 
 

Gambar 1. 3 Statistik Korban Kekerasan Berjenis Kelamin Perempuan 

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan 

Kondisi ini memperkuat urgensi untuk melakukan penelitian yang mendalam 

mengenai efektivitas lembaga penegak hukum, khususnya Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Palembang, dalam menangani kasus- 

kasus kekerasan berbasis gender yang terus terjadi di kota Palembang. 
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Perkara Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT) 44 UU RI NO. 23 Tahun 

2004 

81 82 71 80 119 20 

Kekerasan Seksual UU RI NO. 12 

Tahun 2022 (UU TPKS) 

96 80 59 65 59 12 

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Periode 2020- 

2025 di Kota palembang 

Sumber : Dokumen Unit PPA Polrestabes Palembang Berdasarkan 

data yang didapat dari tabel di atas, kekerasan berbasis gender di 

Kota Palembang seperti KDRT dan Kekerasan seksual selama lima tahun terakhir 

menunjukkan tren fluktuatif yang memprihatinkan dan membutuhkan penanganan 

lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang melibatkan pemerintah, 

masyarakat, dan lembaga terkait untuk memperkuat penegakan hukum, edukasi publik, 

serta layanan pendukung korban agar kekerasan berbasis gender dapat ditekan secara 

berkelanjutan. 

Di tengah meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender, penting untuk 

memiliki sistem yang efektif untuk menangani kasus-kasus ini. Salah satu langkah 

penting yang diambil oleh kepolisian adalah dengan mendirikan Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak (PPA). Unit ini berfokus pada penanganan kasus-kasus 

kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. 

Unit PPA berperan dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban, serta 

memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan baik dan adil. 

Polrestabes Palembang, sebagai salah satu institusi penegak hukum di Indonesia, 

memiliki Unit PPA yang memainkan peran sentral dalam menangani kasus kekerasan 

berbasis gender di wilayah Palembang dan sekitarnya. Palembang, sebagai ibu kota 

Provinsi Sumatera Selatan, merupakan salah satu kota dengan tingkat urbanisasi yang 

tinggi, yang sering kali berdampak pada meningkatnya kasus kekerasan berbasis 



6  

gender. Dalam kondisi tersebut, Unit PPA Polrestabes Palembang dituntut untuk 

berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada korban dan menegakkan 

hukum terhadap pelaku kekerasan berbasis gender. 

Dalam konteks ini, manajemen kinerja yang diterapkan oleh Unit Perlindungan 

Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Palembang menjadi aspek krusial dalam 

memastikan efektivitas penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Manajemen 

kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan 

efektivitas organisasi dengan menetapkan sasaran, mengukur kinerja, serta melakukan 

evaluasi terhadap pencapaian yang telah diraih (Armstrong & Baron, 2005). 

Manajemen kinerja juga merupakan proses komunikasi yang terus-menerus dan 

dilakukan dalam bentuk kemitraan antara seorang karyawan dan atasan langsungnya 

(Bacal, 1999). Proses ini mencakup upaya untuk menetapkan harapan yang jelas serta 

memastikan pemahaman yang tepat terkait dengan tugas yang harus diselesaikan. 

Dalam institusi kepolisian, manajemen kinerja yang efektif mencakup perencanaan 

strategis, pelaksanaan tugas yang profesional, evaluasi berkelanjutan, serta 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani kasus-kasus kekerasan 

berbasis gender secara efektif dan sensitif. 

Perencanaan strategis dalam manajemen kinerja Unit PPA Polrestabes 

Palembang dilakukan dengan menyusun kebijakan dan prosedur standar operasional 

dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Perencanaan strategis merupakan 

upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang 

membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa 

yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas 

lainnya) mengerjakan hal seperti itu (Bryson, 2003). Dalam konteks kepolisian, 

perencanaan strategis tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga aspek 
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pencegahan dan perlindungan terhadap korban. Strategi yang diterapkan mencakup 

penyusunan kebijakan perlindungan korban, peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia, serta penguatan koordinasi antar lembaga (Kaplan & Norton, 2004). 

Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif meningkatkan produktivitas serta 

efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pelaksanaan manajemen kinerja di Unit PPA Polrestabes Palembang mencakup 

berbagai tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh aparat kepolisian. 

Investigasi yang efektif dalam mengumpulkan bukti, pemeriksaan saksi, serta 

pelaksanaan proses hukum yang transparan menjadi bagian dari implementasi 

manajemen kinerja yang berkualitas. Efektivitas kepolisian dalam menangani 

kejahatan bergantung pada keterampilan investigasi serta pendekatan berbasis 

komunitas dalam pencegahan kekerasan (Kelling, Wilson 1982). 

Evaluasi dan pengawasan kinerja merupakan tahapan penting dalam memastikan 

efektivitas layanan Unit PPA Polrestabes Palembang. Evaluasi kinerja adalah proses 

sistematis dalam mengukur efektivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan (Aguinis, 2014). Evaluasi dalam organisasi publik harus 

dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis data agar dapat menghasilkan perbaikan 

yang signifikan (Harry & Scott, 2006). Monitoring berkala dilakukan untuk menilai 

sejauh mana keberhasilan unit dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender. 

Dalam penerapan manajemen kinerja, Unit PPA Polrestabes Palembang 

menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar dapat memberikan pelayanan 

yang lebih optimal. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya, 

baik dalam jumlah personel maupun fasilitas yang tersedia. Efektivitas organisasi 

sangat bergantung pada kecukupan sumber daya, baik sumber daya manusia, finansial, 

maupun infrastruktur (Robbins & Mary Coulter, 2016). Dengan jumlah personel yang 
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terbatas, aparat kepolisian sering mengalami kesulitan dalam menangani banyaknya 

laporan yang masuk, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian kasus. 

Secara keseluruhan, kekerasan berbasis gender merupakan isu yang sangat 

kompleks dan memerlukan perhatian serta penanganan yang holistik. Melibatkan 

seluruh lapisan masyarakat, lembaga penegak hukum, serta pemerintah adalah kunci 

untuk mengatasi masalah ini. Dalam hal ini, peran Polrestabes Palembang melalui Unit 

PPA menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban 

kekerasan berbasis gender. Evaluasi terhadap kinerja Unit PPA diharapkan dapat 

memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki sistem penanganan kekerasan 

berbasis gender dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara. 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penting untuk dilakukan 

penelitian yang mengevaluasi secara komprehensif bagaimana manajemen kinerja 

Polrestabes Palembang dalam menangani kekerasan berbasis gender, khususnya dalam 

aspek penanganan kasus melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). 

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat mempengaruhi kualitas hidup perempuan dan 

anak-anak di Indonesia, termasuk di kota Palembang. 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana manajemen kinerja Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak (PPA) di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam menangani kasus 

kekerasan berbasis gender. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 

Memahami, mengidenfikasi dan menganalisis manajemen kinerja 

Kepolisian Resor Kota Besar Palembang khususnya Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak (PPA) dalam mengangani kasus kekerasan berbasis 

gender. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam 

peningkatan manajemen kinerja penanganan Kekerasan Berbasis Gender 

(KBG), khususnya terkait dengan peran lembaga penegak hukum, seperti 

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Palembang. 

Dengan demikian penelitian ini diharapkan bisa memperkaya literatur yang 

ada. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus 

Kekerasan Berbasis Gender, sehingga membantu peningkatan kapasitas dan 

efektivitas unit dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum 

terhadap korban kekerasan berbasis gender. 
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